




A. Latar Belakang 
Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia memiliki wilayah 
laut seluas 5,8 juta km², terdiri dari wilayah teritorial sebesar 3,2 juta km² dan 
wilayah zona ekonomi eksklusif (ZEE) 2,7 juta km² dan apabila melihat cakupan 
wilayah nusantara yang begitu luas (Abdullah marlang, 2015). 
Indonesia memiliki keanekaragaman sumber daya alam laut yang 
potensial, yang didalamnya terhampar 17.504 pulau dengan garis pantai 
sepanjang 95.181 km² yang lebih di kenal sebagai negara maritim dengan luas 
lautan ⅔ (dua pertiga) dari daratan. Selain itu, wilayah laut yang demikian luas 
memiliki sumber daya alam yang luar biasa, seperti ikan, terumbu karang,  
wisata bahari, minyak, mineral langka dan gas bumi (Ghufran, 2015). 
Hal tersebut didasari karena indonesia sejak merdeka sampai sekarang 
lahir sebagai negara kepulauan dalam satu wadah Negara Kesatuan Republik 
Indonesia (NKRI) hal ini diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 naskah 
asli BAB IX A Pasal 25 A yang berbunyi : 
“Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah sebuah negara 
kepulauan yang berciri nusantara dengan wilayah yang batas-batas 
dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang“. 
Bahkan dunia juga telah mengakui wilayah indonesia dan mendapat 
pengakuan melalui deklrasi djuanda yang dideklarasikan pada tanggal 13 
desember 1957 oleh perdana menteri indonesia pada saat itu, djuanda 
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kartawidjaja dan mendapat pengakuan UNCLOS (United Nation Convention 
on the Law of the Sea) yang disahkan pada tanggal 10 Desember 1982 dan 
Indonesia telah meratifikasinya dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 
1985 tentang Pengesahan United Nations Convention On The Law Of Sea. 
Dari dua hal tersebut telah memperkuat dan membuktikan bahwa 
indonesia adalah negara yang sangat kaya akan sumber daya laut dan 
ekosistem lautnya yang mana haruslah dikelola dengan baik dan bijak dengan 
mengedepankan dan memprioritaskan kepentingan masyarakat serta untuk 
memakmurkan kesejahteraan orang banyak bukan sebaliknya demi 
kepentingan satu kelompok, korporasi tertentu atau bahkan demi kepentingan 
individu. 
Akan tetapi, pada kenyataannya yang terjadi pada masyarakat 
pesisir/pelaut sumber daya laut tersebut itu baik ikan, terumbu karang, wisata 
bahari, gas alam, mineral dan masih banyak yang lain yang bisa dimanfaatkan 
oleh generasi yang akan datang sangat disayangkan semuanya itu pelan-
pelan, sedikit demi sedikit telah hancur dan rusak dan bahkan untuk daerah 
pantai/pesisir laut Indonesia itu mengalami kerusakan fatal yang kesemua 
problem itu diakibatkan oleh cara pengelolaan dan ekploitasi yang tidak baik 
dengan tidak mengedepankan kemashlahatan dan kepentingan masa depan 
dan generasi yang akan datang (Hasil observasi) 
Hal itu semua terjadi karena diakibat oleh mahalnya harga kebutuhan 
imbas dari ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidup layak masyarakat 
pesisir/pelaut apalagi dengan adanya ekonomi global dengan semakin 
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terbukanya pasar global yang menawarkan berbagai macam kebutuhan 
dengan harga yang tidak dapat dijangkau oleh masyarakat yang 
menggantungkan hidup pada hasil laut, sehingga mengakibatkan berbagai 
macam cara untuk memenuhi kebutuhan tersebut itu dapat dirasakan dampak 
terbesarnya adalah terletak pada laut, karena sebagian besar masyarakat perlu 
yang namanya ikan, sumber daya laut, dan lain-lain (Ghufran, 2015). 
Namun yang lebih parah dan sangat mengharukan sekali adalah 
pemerintah yang mestinya sebagai agent of change peraturan yang punya 
wewenang untuk meminimalisir cara-cara tersebut  malah oknum tertentu 
yang melakukan kesalahan dalam mengejawantahkan jabatan yang diemban, 
dari berbagai isu dan berita yang diterima oleh penulis bahwa cukup hanya 
bayar (suap) kepada oknum Pos Keamanan Laut Terpadu (KAMLADU) itu 
sudah bisa mengambil ikan, terumbu karang dan lain-lainnya dengan apapun 
caranya sesuai kehendak sendiri (Hasil observasi). 
Oleh karena itu, penulis antusias dan prihatin terhadap keganjalan-
keganjalan tersebut dan juga masih maraknya pengeboman ikan, potasium 
ikan dan masih banyak masyarakat yang menggunakan alat tangkap yang 
tidak ramah lingkungan dan juga masih banyaknya masyarakat yang 
mengambil batu karang laut untuk keperluan pembangunan rumah. 
Padahal semestinya hal semacam ini harus diperhatikan oleh semua 
elemen pemerintah dan tokoh masyarakat demi melestarikan sumber daya 
hayati laut untuk masa depan generasi yang akan datang, untuk pemanfaatan 
kehidupan yang baik dan layak bagi masyarakat dan orang banyak, dan untuk 
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kemakmuran daerah dan Negara Indonesia, namun sangatlah disayangkan 
semestinya aturan yang sudah tertulis sudah memberikan jalan dan solusi 
terbaik terkait hal ini, malah dijadikan sebagai lembaran yang tidak berguna 
dan tidak punya nilai esensialitas sebagai bahan materi undang-undang dan 
peraturan yang telah ada. 
Hal ini semua sangat tidak sesuai dengan isi dan bunyi pasal 09, pasal 
11 dan pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 tentang 
Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Laut Bab III, dimana pasal tersebut 
sangatlah detail menjelaskan yang berbunyi : 
Pasal 9 
“Setiap orang atau penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan 
dilarang melakukan perbuatan yang dapat menimbulkan pencemaran 
laut”. 
Pasal 11 
”Kepala instansi yang bertanggung jawab menetapkan pedoman 
teknis pencegahan pencemaran laut”. 
Pasal 13 
“Setiap orang atau penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dilarang 
melakukan perbuatan yang dapat menimbulkan kerusakan laut”, 
Apalagi dengan adanya larangan tentang menggunakan bahan peledak 
(bom) ikan dalam mengekploitasi hasil sumber daya laut yaitu sesuai dengan 
Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Senjata Api sesuai 




“(1) Barangsiapa yang tanpa hak memasukkan ke indonesia, 
membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau 
mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan 
padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, 
menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia 
sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (slag, 
steek of stoot wapen), dihukum dengan hukuman penjara selama-
lamanya sepuluh tahun”. 
Dan juga diperjelas dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 
tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan 
sesuai bunyi : 
Pasal 85 
“Setiap orang yang dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa, 
dan/atau menggunakan alat penangkap ikan dan/atau alat bantu 
penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan 
sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan 
perikanan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam 
pasal 9 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun 
dan denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)”. 
Sanksinya pun sangat jelas sekali yaitu berupa ganti rugi sebagaimana 
disebutkan dalam Bab XI tentang ganti rugi yang termaktub dalam Pasal 24 
ayat 2 berbunyi : 
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“Setiap orang atau penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang 
menimbulkan kerugian bagi pihak lain, akibat terjadinya pencemaran 
dan/atau perusakan laut wajib membayar ganti rugi terhadap pihak 
yang dirugikan”. 
Jadi, apa yang tersurat dan termaktub dalam isi pasal diatas sangatlah jelas 
mulai dari prosedur larangan terkait cara dan sanksi yaitu berupa ganti rugi dan 
bentuk ekploitasi yang diperbolehkan juga mengenai suatu sistem pertanggung 
jawabannya mengenai adanya pengrusakan sumber daya hayati laut, walaupun 
dalam impelmentasinya secara sosial masyarakat sangat begitu jelas berbeda dan 
ada penyimpangan control social dari para aparat dan penegak hukum. 
Hal inilah yang membuat penulis ingin sangat sekali melakukan 
penelitian terkait dengan bahaya dan dampak pengambilan sumber daya 
hayati laut yaitu dengan cara yang keras dan bahkan bertentangan dengan 
aturan dan hukum yang berlaku dengan judul “IMPLEMENTASI PASAL 
13 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 19 TAHUN 1999 
TERHADAP EKPLOITASI SUMBER DAYA HAYATI LAUT (STUDI 
DI KEPULAUAN SAPEKEN KABUPATEN SUMENEP)”. 
 
B. Rumusan Masalah 
1. Bagaimana penerapan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999? 
2. Apa saja yang menjadi hambatan dalam penindakan untuk mengurangi dan 
menghentikan pengrusakan ekosistem laut? 
3. Apa saja upaya dalam penanggulangan untuk mengurangi dan 
menghentikan pengrusakan ekosistem laut? 
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C. Tujuan Penelitian 
1. Untuk mengetahui penerapan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 19 
Tahun 1999. 
2. Untuk mengetahui dan memahami hambatan dalam penindakan untuk 
mengurangi dan menghentikan pengrusakan ekosistem laut. 
3. Untuk mengetahui upaya dalam penanggulangan untuk mengurangi dan 
menghentikan pengrusakan ekosistem laut. 
 
D. Kegunaan Penelitian 
1. Bagi Akademis 
Untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan penulis dan 
dunia pendidikan terhadap pentingnya sumber daya hayati laut dan cara 
ekploitasinya yang baik, disamping itu juga untuk menambah wawasan, 
dan kemampuan berfikir penulis khususnya dalam tata kelola sumber 
daya hayati laut dan akan akibat dampaknya. 
2. Bagi Masyarakat Pesisir 
Untuk memberikan kontribusi, pemahaman dan wawasan 
pengetahuan bagi masyarakat pesisir/nelayan kepulauan Sapeken 
dibidang ilmu hukum, khususnya tentang cara pengambilan/eksploitasi 
sumber daya hayati laut dengan tidak mencemarkan atau merusak yang 
lainnya dan upaya pelestarian lingkungan ekosistem laut yang berbasis 




3. Bagi Instansi 
Untuk memberikan kontribusi pemikiran bagi instansi Pos 
Keamanan Laut Terpadu (KAMLADU) terhadap pentingnya pelestarian 
ekosistem laut di kepualan Sapeken dan juga untuk memberikan 
kontribusi dalam penulisan hukum ini yaitu terkait tinjauan yuridis, 
sosiologis ekploitasi hayati laut terhadap dampak hancurnya sumber daya 
laut ditinjau dari Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 tentang 
Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Laut. 
 
E. Metode Penelitian 
Dalam penelitian hukum ini yang menjadi objek kajiannya adalah 
masyarakat pelaut/pesisir Kepulauan Sapeken dan Sumber Daya Alam (SDA) 
lautnya dengan menggunakan metode penelitian yuridis sosiologis (yuridis 
empiris) dimana penelitian ini memandang hukum sebagai fenomena sosial 
karena didasarkan pada fakta-fakta yang ada di lapangan. 
Metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah : 
1. Pendekatan 
Pendekatan yang digunakan oleh penulis dalam penelitian 
penulisan hukum ini adalah tipe yuridis sosiologis/yuridis empiris yaitu 
analisis yang menekankan pada hukum dan peraturan-peraturan lain yang 
berlaku (state approach) dan juga menggunakan case approach yaitu 
penelitian yang didasarkan pada fakta-fakta dan realita yang ada di 
lapangan (Burhan ashshofa, 2013). 
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Yaitu Implementasi Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 19 
Tahun 1999 terhadap Ekploitasi Sumber Daya Hayati Laut di Kepulauan 
Sapeken, disamping itu juga penulis menggunakan pendekatan 
analisislingkungan yang mengkaji adanya pergeseran-pergeseran yang 
terjadi dalam masyarakat pesisir/pelaut. 
2. Lokasi Penelitian 
Lokasi penelitian adalah Kepulauan Sapeken Kabupaten Sumenep, 
dipilihnya lokasi dan tempat ini dikarenakan ketertarikan penulis akan upaya 
pelestarian dan pengeloalan sumber daya hayati dan ekosistem laut yang tidak 
berdasarkan ilmu pengetahuan dan perlindungan hukum lingkungan. 
3. Sumber Data 
Dalam penelitian ini penulis menggunakan sumber data, antara lain 
sebagai berikut (Pedoman Penulisan Hukum, 2012). 
a. Data Primer 
Data yang diperoleh langsung dari sumbernya yang dijadikan sebagai 
objek penelitian dalam hal ini adalah komandan Pos Keamanan Laut 
Terpadu (KAMLADU) Harsono dan Mardata selaku anggota II Pos 
Keamanan Laut Terpadu dan nelayan yaitu Abdullah, yaitu baik berupa hasil 
wawancara, hasil pengamatan, observasi, dokumentasi, file, photo, rekaman, 
dan informasi. 
b. Data Sekunder 
Sumber hukum sekunder atau data sekunder terdiri dari data 
primer atau data yang diperoleh dari sumber kedua yaitu yang 
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didapat dari buku, artikel, opini, hasil penelitian terdahulu, website, 
yang memiliki sumber keterkaitan dengan fenomena dan 
permasalahan yang sedang diteliti 
c. Data Tersier 
Data-data hukum yang digunakan penulis dalam penulisan 
hukum ini sebagai data tersier sebagai bahan hukum yang bisa 
digunakan untuk memberikan penjelasan-penjelasan terhadap data 
primer dan sekunder, yaitu terdiri dari : Kamus hukum dan pendapat 
para pakar hukum. Sehingga nantinya dapat digunakan sebagai 
pelengkap data primer dan data sekunder. 
4. Teknik Pengumpulan Data 
Dalam Pedoman Penulisan Hukum, (2012) Teknik pengumpulan 
data dalam penulisan ini yaitu dengan mengamati secara langsung pada 
obyek yang sedang diteliti, yang meliputi antara lain : 
1. Dokumentasi, yaitu teknik pengumpulan data dengan melakukan 
pengumpulan data dengan cara mencatat langsung atau tidak langsung dari 
data-data resmi dan punya nilai validasi dan keakuratan, perundang-
undangan, keputusan, arsip, catatan yang menjadi subyek penelitian 
berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti. Dimana nantinya 
akan dikelola sesuai dengan tujuan dan kebutuhan penelitian. 
2. Observasi, yaitu teknik pengumpulan data yang melalui proses 
pengamatan secara langsung obyek yang sedang diteliti, pengamatan disini 
yang berarti pengamatan yang menggunakan indera penglihatan dan 
pengamatan langsung yang tidak mengajukan pertanyaan-pertanyaan. 
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3. Wawancara, yaitu teknik pengumpulan data dilakukan dengan 
mengadakan tanya jawab secara langsung kepada responden 
bersangkutan tentang permasalahan  yang sedang diteliti, yaitu dengan 
cara mencatat atau merekam langsung  jawaban-jawaban yang 
ditanyakan atau didapat dari responden. 
Dimana dalam hal ini penulis akan melakukan wawancara dengan 
responden secara langsung yang sudah ditentukan dan informan 
merupakan kunci pertanyaan yang sudah ditentukan sebelumnya. 
4. Kepustakaan yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan 
mempelajari dan memahami berbagai literatur yang berhubungan 
dengan permasalahan yang sedang diteliti. 
5. Website/internet yaitu teknik pengumpulan data dilakukan dengan 
mencari dan mempelajari melalui media online yang berhubungan 
dengan permasalahan yang sedang diteliti. 
5. Teknik Analisa Data 
Dalam penelitian ini penulis menggunakan analisa data dengan 
pengolahan data deskriptif kualitatif (metode penelitian yang 
menggunakan data deskriptif berupa ucapan atau lisan dan perilaku dari 
seseorang yang dapat diamati), yang berupa keterangan responden dan 
data hasil penelitian penelitian yang diperoleh dari hasil wawancara, 
observasi dan dokumentasi yang dianalisis dengan menerapkan teori-
teori yang ada untuk memberikan gambaran atas data yang disampaikan 
oleh responden baik lisan maupun tertulis. 
12 
 
F. Sistematika Penulisan 
Dalam penulisan penelitian ini, penulis membagi dalam 4 (empat) bab 
yang bertujuan untuk mempermudah dalam memahaminya. Adapun 
sistematikanya sebagai berikut : 
BAB I PENDAHULUAN 
Dalam babpendahuluan ini akan diuraikan mengenai latar belakang, 
yakni memuat landasan idealnya (da sollen) dan kenyataannya (das sein) yang 
mana hal tersebut menyangkut alasan atau faktor pendorong untuk dilakukan 
penelitian/kajian yang lebih mendalam lagi. Rumusan masalah memuat 
beberapa permasalahan yang akan diangkat dan dibahas secara detail dalam 
pembahasan. 
Adapun mengenai tujuan itu memuat pernyataan singkat tentang apa 
yang hendak dicapai dalam penelitian ini/penulisan hukum ini. Manfaat 
penulisan merupakan uraian mengenai kegunaan secara teoritis dan 
praktis.Metode penulisan dan sistematika penulisan yaitu untuk 
mempermudah dalam membuat penelitian/penulisan hukum ini. 
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 
Dalam bab ini penulis akan memaparkan landasan teori atau kajian 
teori yang berkaitan dengan permasalahan yang akan ditulis oleh penulis 
mengenai implementasi pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 




Antara lain yang dibahas dalam bab ini ialah : tinjauan umum 
karakteristik wilayah pesisir, kawasan konservasi, pengelolaan sumber daya 
alam berbasis masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat. Dimana hal inilah 
yang akan penulis jadikan landasan analisis dalam penelitian penulisan hukum 
ini yaitu dalam bab pembahasan. 
BAB III PEMBAHASAN 
Dalam bab ini menguraikan tentang apa yang menjadi pembahasan 
sebagai objek kajian dalam penelitian penulisan hukum ini. Dalam 
pembahasan akan dikaitkan dengan kajian-kajian teori serta landasan yuridis 
yang mengaturnya sehingga penelitian ini akan semakin kuat dan lengkap. 
Pemaparan dan penguraian dalam permasalahan yang diekplorasi dan digali 
sedalam mungkin untuk mendapatkan sebuah solusi terkait permasalahan yang 
diangkat dalam penelitian penulisan hukum ini. 
BAB IV PENUTUP 
Bab ini merupakan bab terakhir dalam penulisan hukum ini yang 
berisikan suatu kesimpulan dari permasalahan yang telah dibahas pada bab-
bab sebelumnya serta berisikan saran atau rekomendasi penulis terhadap 
permasalahan yang diangkat dalam penelitian/penulisan hukum ini dan 
diharapkan akan menjadi masukan yang akan bermanfaat bagi semua para 
pihak. 
